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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 84 TAHUN 2022 

 TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  

NOMOR 124 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang  :  a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan 

dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 

Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021, 

namun dalam perkembangannya terdapat 

penyesuaian alokasi Dana Transfer, sehingga 

Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan 

perubahan; 

  b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, pada kondisi tertentu berupa kondisi 

mendesak atau perubahan prioritas pembangunan 

baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran 

anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat 

dilakukan sebelum perubahan APBD melalui 

ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan 

kepada pimpinan DPRD; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022; 

Mengingat ... 

SALINAN 

SALINAN 
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Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan 

Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang … 

 

 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2003uu017.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2021uu007.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2021uu007.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu001.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2021uu007.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2021uu007.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu015.pdf
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4534); 

 

10. Peraturan ... 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu025.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2020uu011.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2020uu011.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2000pp109.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2005pp023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2012pp074.pdf
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

 

15. Peraturan ... 

 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2005uu055.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2005pp056.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2010pp065.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2007pp039.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2009pp005.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp001.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp001.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2010pp069.pdf
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

22. Peraturan … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2010pp071.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2012pp002.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014pp027.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2020pp028.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2016pp055.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2017pp012.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2017pp018.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp017.pdf
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

 

 

Pasal ... 

 

 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp056.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp012.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pr016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2021pr012.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2021pr012.pdf
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2012/bn754-2012.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2013/bn1425-2013.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2013/bn1425-2013.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Permen%20No.%2019%20TH%2020166aca97005c68f1206823815f66102863.pdf
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1777); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1511); 

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2022 

tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 31); 

35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bandung 

Tahun 2020 Nomor 13); 

36. Peraturan ... 

https://jdih.bandung.go.id/
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Permendagri%20No.36%20TH%20201858238e9ae2dd305d79c2ebc8c1883422.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Autentifikasi%20DAGRI%20NOMOR%2078%20TAHUN%202020%20-%20SUNTINGc5ab0bc60ac7929182aadd08703f1ec6.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Permendagri%20No.79%20TH%202018%20+%20Lampiran8cb22bdd0b7ba1ab13d742e22eed8da2.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/PMDN%20No%2077%20Tahun%202020%20tentang%20Pedoman%20Teknis%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah%20AUTENTIFIKASI%20UPLOAD%20FINAL9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/JDIH_PMDN%20No%2027%20Tahun%202021%20tentang%20Pedoman%20Penyusunan%20APBD%20Tahun%202022b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c2c87b61-ff18-41e1-b9db-e4d73a4f4267/215~PMK.07~2021Per.pdf
https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/2_PMK.07_2022Per.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/23087/detail
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36. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2021 Nomor 124) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 

Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bandung 

Tahun 2022 Nomor 17); 

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 

tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku 

serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul 

Adha 1443 H; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 124) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota: 

a. Nomor 17 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bandung 

Tahun 2022 Nomor 17); 

b. Nomor 34 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2022 Nomor 34); 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ... 

 

 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/23086/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/23139/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/23139/detail
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1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan 

sebesar Rp6.154.777.534.107,00 (enam triliun 

seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus 

tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh 

empat ribu seratus tujuh rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar 

Rp2.836.145.668.520,00 (dua triliun delapan 

ratus tiga puluh enam miliar seratus empat 

puluh lima juta enam ratus enam puluh 

delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan 

sebesar Rp2.708.515.461.727,00 (dua triliun 

tujuh ratus delapan miliar lima ratus lima belas 

juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh 

ratus dua puluh tujuh rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 

(nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 

(nol rupiah). 

 

 

(6) Belanja … 

 

https://jdih.bandung.go.id/
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(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar 

Rp520.633.623.860,00 (lima ratus dua puluh 

miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam 

ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam 

puluh rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar 

Rp89.482.780.000,00 (delapan puluh sembilan 

miliar empat ratus delapan puluh dua juta 

tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). 

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan 

sebesar Rp62.070.140.518,00  (enam puluh dua 

miliar tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu 

lima ratus delapan belas rupiah). 

 

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 16 

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 

dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

Pasal ... 

 

 

 

 

https://jdih.bandung.go.id/
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

 

Ditetapkan di Bandung  

pada tanggal 27 Juni 2022 

         WALI KOTA BANDUNG, 

TTD.. 

           YANA MULYANA 

 

 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 27 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

TTD. 

   EMA SUMARNA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 84 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

 

 

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H 

Penata Tingkat I 

NIP. 19760604 200604 1 002 
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